Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Mei 1985, umur 37
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di JI. Gn Batur C5/20
RT.003 RW.013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan
Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Mei 1984, umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di JI. Gn Batur C5/20 RT.003
RW.013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih,
Kota Bekasi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal

13 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor

xxx/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Minggu tanggal 29 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
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92/92/1/2012, tanggal 30 Januari 2012 dan setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat ta’lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Jl. Gn Batur C5/20
RT.003 RW.013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai
anak

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun

saja selama bulan Mei 2020 namun setelah itu dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain:
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah
tangga, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir
untuk Penggugat, dan Tergugat merasa tidak bahagia karena belum
memiliki keturunan dari Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi sekitar Mei 2020, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat
telah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin dan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :
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Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider :
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, #0046# datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bks
tanggal 18 Januari 2023, dan tanggal 26 Januari 2023Tergugat telah dipanggil
secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegeling, kemudian diberi tanda (P.1),
tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/1/2012 tanggal 30 Januari 2012
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
di-nazegeling, kemudian diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf Ketua

Majelis;
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Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan
tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. Saksi |, tempat tanggal lahir di Jakarta (umur 36 tahun), agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Berlian Raya, No. 65,
RT. 005 RW. 005, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya
adalah adik kandung Penggugat;

— Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
menikah pada tanggal 29 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di JI. Gn Batur C5/20
RT.003 RW.013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
dan belum dikaruniai anak;

— Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak
pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, dan Tergugat merasa
tidak bahagia karena belum memiliki keturunan dari Penggugat;

— Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2
tahun sejak Mei 2020 sampai sekarang;

— Bahwa selama berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun, mereka sudah
sulit berkomunikasi layaknya suami istri;

— Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk
merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar
rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
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2. Saksi Il, tempat tanggal lahir di Manggar, 07 April 1977 (umur 46 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman
Alamanda Blok B.2, No. 56, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Karangsatria,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Dihadapan sidang saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Teman Penggugat;

— Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

— Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak
pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, dan Tergugat merasa
tidak bahagia karena belum memiliki keturunan dari Penggugat;

— Bahwa, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2
tahun sejak Mei 2020 sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

— Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk
merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar
rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya
gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan
pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian
dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan
bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan
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Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru,

Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat

formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171

dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal terakhir di Jl. Gn Batur C5/20 RT.003 RW.013, Kelurahan

Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;, belum dikaruniai anak, sejak

bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana

Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, dan

Tergugat merasa tidak bahagia karena belum memiliki keturunan dari

Penggugat; dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat
dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah
pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah pada tanggal 29 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di JI. Gn
Batur C5/20 RT.003 RW.013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih,
Kota Bekasi; dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya
karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan
rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah
lahir untuk Penggugat, dan Tergugat merasa tidak bahagia karena belum
memiliki keturunan dari Penggugat;
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4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut sejak Mei 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;

5. Bahwa kaluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat
supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta  hukum  tersebut, Majelis ~ Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai alasan

gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

unsur-unsurnya yaitu:

1. “Antara suami dan isteri” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah
bercerai ;

2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum pada
angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Mei 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus
menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab
dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak
pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, dan Tergugat merasa
tidak bahagia karena belum memiliki keturunan dari Penggugat; yang
puncaknya sejak #1008# antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
ranjang kurang lebih 2 tahun sampai sekarang.

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini
secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka
5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak
berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi
pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara
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Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka
menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas
gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam yaitu: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama
disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan
nafkah lahir untuk Penggugat, dan Tergugat merasa tidak bahagia karena
belum memiliki keturunan dari Penggugat; kemudian telah pisah rumah dan
keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang
telah pecah atau broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi
karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an
surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu
terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum
tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan
pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat
(1) yaitu :

Pasal 5 : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan
fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah
tangga’.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
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persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut’.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam
Fighussunnah juz Il yang berbunyi: -

dao Blay Low s1uY1 083 Zo3)! BlAs! gf dzg 3l diw ool S ges b 1310

AL dills il lagin MY & (921E) jxe g Lagllial cpn Bl pl9d

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang

kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri

atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama

sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”,.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan
Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari

Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
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kepada Penggugat;
Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Xxx sebagai Ketua
Majelis, Xxx dan Xxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi
oleh Xxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

XXX

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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XXX XXX

Panitera Pengganti,

XXX
Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya Proses "Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan ‘Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan 'Rp 420.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 10.000,00

JUMLAH ' Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).
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